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Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian (Persero) Syariah
Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus
pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Sentral
Makassar)
Penelitian ini membahas tentang Analisis Pembiayaan Arrum PT
Pegadaian (Persero) Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dengan
Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Sentral
Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan
Arrum terhadap pengembanagan Usaha Mikro Kecil pada Kantor Cabang PT
Pegadaian (Persero) Syariah Sentral Makassar. Adapun pokok permasalahan yang
dikembangkan disini adalah mekanisme operasional pembiayaan Arrum pada
Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Sentral Makassar, dan pengaruh
pembiayaan Arrum terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Kantor
Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Sentral Makassar.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenisnya adalah penelitian
kuantitatif. Untuk memperoleh data digunakan metode wawancara, dokumentasi
dan kuesioner.
Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi nasabah Pembiayaan Arrum
adalah nasabah yang memiliki usaha dan minimal sudah berjalan 1 tahun.
Mekanisme operasional pembiayaan Arrum yaitu, pertama, pihak pegadaian
menerima berkas pengajuan pembiayaan Arrum dari nasabah. Kedua, memeriksa
keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakuakan
survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Ketiga, pencairan dana
pembiayaan Arrum cair setelah menandatangani akad pembiayaan yang diketahui
oleh suami istri. Pengaruh pembiayaan Arrum terhadap pengembangan Usaha
Mikro Kecil yaitu dengan meningkatnya pendapatan nasabah dari 4 juta-5 juta
Rupiah perbulan serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal
usahanya.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan Pegadaian Syariah Sentral
Makassar tetap menjaga kualitas produk yang ditawarkan khususnya, produk
Pembiayaan Arrum agar jumlah nasabahnya terus bertambah dan tetap
memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pegadaian menurut UU Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “gadai
adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang
bergerak,yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain
atas namanya., dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebuut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan,biaya-biaya
mana harus didahulukan.1
Gadai dalam fiqh disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang
yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya
menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi
dapat diambilkembali sebagai tebusan.2
Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di
Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan
lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke
masyarakat atas dasar hukum gagdai seperti dimaksud dalam kitab Undang-
Undang Perdata Pasal 1150  yaitu gadai adalah hak yang diperoleh seoarang yang
mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tugas pokoknya adalah memberi
pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak
1 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), h.
387.
2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah (Yoyakarta: Ekonisia, 2003),
h. 153.
2dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung
memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Keberadaan pegadaian
syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat.
Pendirian Pegadaian Syariah secara yuridis empiris dilatarbelakangi oleh
keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya lembaga Pegadaian
yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan pegadaian syariah
dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat golongan social ekonomi
lemah (kecil), yang secara kelembangan dalam pengelolaan menerapkan
manajmen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos
hemat dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau pegadaian syariah dibawah
lindungan Perum Pegadaian mengusung moto, “Mengatasi Masalah Sesuai
Syariah”, sebagai akibat semakin populernya wacana ekonomi syariaih sehingga
menjadi latarbelakang yang turut mendorong lahirnya lembaga pegadaian syariah,
yaitu turut mendorong bergairahnya pasar dan praktisi lembaga keuangan syariah
secara umum. Karena itu, ada beberapa aspek penting yang menjadi kajian dalam
pendirian pegadaian syariah di lingkungan Perum Pegadaian, antara lain sebagai
berikut.3
Selain yuridis empiris tentang keberadaan pegadaian syariah, maka secara
yuridis empiris normatif didasari oleh lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di
Indonesia. Ababila memperhatikan pola piker Umar Chapra, lembaga keuangan
syariah dimaksud cakupannya tidak hanya terbataspada dunia perbankan, tetapi
3 Zainuddin, Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sianar Grafika, 2008), h. 54.
3mencakup pula institusi keuangan nonbank lainnya, seperti pegadaian, asuransi,
institusi kredit khusus korporasi atau korporasi audit investasi.4
Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan formal yang berbentuk unit
dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan
dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan,
berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapat
sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan
kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan dari
praktik-praktik riba, spekulasi maupun gharar, yang berakibat terjadinya
ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.
Pegadaian syariah dibentuk sebagai salah satu upaya menampung
keinginan masyarakat khususnya umat muslim yang mengiingingkan transaksi
kredit sesuai syariat Islam, dengan sumber dana yang berasal dari lembaga
keuangan syariah. Gadai Syariah dapat lebih menentramkan hati para pencari
dana. Pegadaian Syariah berkomitmen membantu masyarakat dalam pemenuuhan
kebutuhan dana sesuai syariat Islam dalam produk gadai syariah.
Melihat peerkembangan usaha gadai syariah yang menadapat respon bagus
dari masyarakat, maka dimungkingkan adanya peluang mengembangkan usaha
syariah untuk melayani pemberian pinjaman yang lebih variatif  dengan basis Ar-
rahn. Pegadaian syariah bukan hanya suatu institusi yang mengelolah usaha gadai,
tapi lebih dari itu telah menjadi institusi yang mengelolah usaha pembiayaan
mikro kecil dengan berbasis syariah. Sebagai langkah awal untuk
4 Ibid, h. 55.
4mengimplementasikan gagasan ini maka skim pembiayaan dengan sistem Ar-
rahn, kini mulai dicoba untuk dikembangkan dengan cara gadai (menahan agunan
maupun hanya dokumen kepemilikan).
Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia,
tidak terkecuali Pegadaian. Perum Pegadaian Syariah juga mengeluarka produk
baru yang disebut dengan Arrum. Produk Arrum ini, merupakan produk kedua
dari Pegadaian Syariah setelah gadai Syariah. Dengan adanya produk Arrum,
masyarakat yang ingin mendapatkan dana pembiayaan usaha, tidak serta merta
menitipkan barang berupa motor atau mobil di Pegadaian. Akan tetapi, cukup
dengan surat BPKB kendaraan saja, sudah bisa digunakan sebagai jaminan.
Pelayanan ini diberikan untuk meringangkan beban masyarakat. Untuk
mendapatkan pembiayaan ini, masyarakat atau nasabah cukup mengajukan
pembiayaan lewat produk Arrum. Kemudian, Pegadaian akan melakukan studi
kelayakan kepada para peminjam dana tentang yang dilakukannya. Hal ini
dilakukan untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat.
Produk Arrum memiliki keunggulan yaitu meningkatkan dayaguna barang
bergerak (mobil atau motor) tetap menjadi milik rahin dan tidak akan mengalami
selisih beli baru dan jual. Disamping itu, prosedur dan prosesnya yang cepat dan
jangka waktu pinjaman fleksibel serta bebas menentukan pilihan pembayaran
masa angsuran. Selain itu, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat
sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal. Dan sumber dana sesuai
syariah dan operasional di bawah pegawasan DPS.
5Dengan usaha pemerintah untuk membangun dan mengembangkan usaha
berbasis sektor usaha kecil mikro. Perum Pegadaian memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat yang membutuhkan dana murah, dengan prosedur
cepat, serta penyaluran kredit yang sederhana sehingga mampu membantu
pengembangan usaha skala mikro kecil di Indonesia.
Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian pada PT Pegadaian Persero Syariah dengan mengangkat suatu judul
“Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap
Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi kasus pada Kantor Cabang PT
Pegadaian (Persero) Syariah Sentral Makasar).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme operasional pembiayaan Arrum pada Kantor Cabang
Pegadaian Syariah Sentral Makassar ?
2. Apakah pembiayaan Arrum pada kantor Cabang Pegadaian Syariah
berpengaruh terhadap pengembangan UMK ?
C. Tinjauan Pustaka
Adapun beberapa referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi
ini adalah :
1. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, karangan Heri Sudarsono. Dimana
buku ini membahas tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syariah serta
mekanisme operasional Pegadaian Syaraiah.
62. Hukum Gadai Syariah karangan Zainuddin Ali. Buku ini membahas tentang
dasar hukum yang menjadi landasan. Hukum  Gadai Syariah, yang mana
landasan hukum itu bersumber dari ayat-ayat Al-Qur’an, Hadits Nabi
Muhammad saw, ijma dan fatwa MUI.
3. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, karangan Kasmir. Buku ini membahas
mengenai kegiatan usaha Pegadaian yang lainnya. Di mana kegiatan usahanya
adalah melayani jasa taksiran, jasa titipan, memberikakn kredit dan ikut serta
dalam usaha tertentu bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dalam
pembangunan,dan perkantoran.
4. Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teorioritis dan Praktis oleh Nurul Huda
dan Mohammad Heykal. Buku ini membahas tentang bagaimana mekanisme
operasional Pegadaian Islam. Yang dapat digambarkan melalui akad rahn,
nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian Pegadaiain menyimpan dan
merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian.
5. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah oleh Andri Soemitra. Buku ini selain
membahas pengertian dan status hukum Gadai, juga membahas tujuan dan
manfaat Pegadaian. Baik itu manfaat bagi masyarakat umum maupun bagi
perusahaan Pegadaian itu sendiri.
6. Islamic Financial Management oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata
Veithzal. Buku ini membahas masalah management PembiayaanSyariah.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
71. Untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum untuk usaha
mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Arrum, terhadap pengembangan
UMK di kota Makassar.
Adapun manfaat dari penelitiain diatas adalah:
1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme
operasional pembiayaan Arrum untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang
Pegadaian Syariah Sentral Makassar.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembiayaan Arrum
terhadap pengembangan Usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian
Syariah Sentral Makassar.
E. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa
garis-garis isi skripsi.
Bab I, Merupaka pendahuluan. Dari bab ini dikemukakan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian
serta sistematika penulisan skripsi.
Bab II, sebagai kajian pustaka dari tema skripsi. Oleh karena itu, bab ini
khusus membahas gambaran secara umum tentang Pembiayaan Syariah.
Bab III, penulis membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan
dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini menggunakan, teknik pengelolaan dan
analisis data dan dalam pengumpulan data digunakan Library Research
8(Kepustakaan), yaitu mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan
masalah-masalah yang akan dibahas dan tinjauan lapangan langsung pada Kantor
Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar.
Bab IV adalah bab tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai
Analisis Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha
mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar.
Bab V adalah bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran




Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya percaya
atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya
kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.1
Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan
ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 29.2
                
       
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Selain yang dikemukakan di atas, pembiayaan juga merupakan penyedia
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:
1 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 3.
2 Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 84.
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a. Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan Note
Purchasing Agreement (NPA)
b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.
Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah :
1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan
mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat
jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan
oleh unsur waktu.
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat
mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas
pertimbangan tertentu pula.
B. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah
Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuannya,
jangka waktu, dan tujuan penggunaan:3
1. Jenis Pembiayaan dilihat dari Tujuan
a. Pembiayaan Konsumtif
3 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, op. Cit., h. 9.
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Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau
kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
Pembiayaan konsumtif dibagi dalam dua bagian:
1). Pembiayaan konsumtif untuk umum
2). Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah
Pembiyaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan
fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat kegiatan
produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Dalam masa konjuctur
tinggi, sesuatu perusahaan sering menghadapi gangguan-gangguan dalam
mempertinggi kegitan produksi karena modal-modal yang tersedia harus
diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi
pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Pembiayaan
konsumtif dengan demikian mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya
penarikan pembiayaan konsumtif oleh sesutu perusahaan, maka proses
produksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang
banyak. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk Pemerintah, disatu pihak
akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat
mengakibat kan inflasi, dan di lain pihak akan menjadi beban bagi
masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.
b. Pembiayaan Produktif
Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkingkan penerima
pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanppa pembiayaan
tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
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Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk
memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan
mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang
sudah jadi.
Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami
perputaran yang tidak sama. Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal
tetap seperti mesin-mesin,  perputaran modal itu akan berakhir setelah proses
produksi selesai, sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja,
hanya dalam satu proses produksi saja. Untuk  memperoleh pembiayaan, dapat
dilakukan dengan beberapa alternatif.
1) Alternatif yang pertama ialah dapat diambil dari saving, yaitu bagian
keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan.
2) Jika alternatif kedua tidak mencukupi, maka pembiayaan terrsebut dapat
dilakukan dengan jalan menjual saham-saham kepada masyrakat (menarik
saving dari masyarakat).
3) Pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman-
pinjaman baik kepada Bank maupun kepada masyarakat.
2. Jenis pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu Jenis
a. Short term (pembiayaan jangka pendek) ialah sutu bentuk pembiayaan yang
berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka waktu
pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka
waktu lebih dari satu tahun.
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b. Intermédiate Term (jangka waktu menengah), ialah suatu bentuk
pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
c. Long Term (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan
yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
d. Demand Loan atau Call Loan ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap
waktu dapat diminta kembali.
3. Pembiayaan dilihat Menurut Tujuan Penggunaan
a. Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja
perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti
pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan,
biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.
Pembiayaan modal kerja, antara lain terdiri dari:
1) PMK ekspor
2) PMK perdagangan dalam negeri
3) PMK industri




Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (menengah atau panjang)
yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi,
perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-
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mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. Pembiayaan investasi ini
penggunanya untuk pembelian/pengadaan barang-barang modal seperti
pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat
produksi baru, perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.
1) Rehabilitasi, yaitu untuk pemulihan kapasitas produksi, penggantian
alat-alat produksi dengan yang baru yang kapasitasnya sama atau
perbaikan secara besar-besaran dari alat produksi sehingga kapasitasnya
pulih kembali seperti semula.
2) Modernisasi, yaitu untuk penggantian alat-alat produksi dengan yang
baru, yang kapasitasnya lebih tinggi dalam arti dapat menghasilkan
produksi yang lebih tinggi, baik kualitas maupun kuantitasnya.
3) Perluasaan, yaittu penambahan kapasitas produksi yang dibangun
dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru/tambahan.
Perluasaan dapat berbentuk penambahan mesin diikuti dengan
penambahan/perluasan gedung pabrik ataupun tidak diikuti
penambahan/perluasan gedung pabrik.
4) Proyek baru, yaitu membangun pabrik/industria dengan alat produksi
baru untuk usaha baru.
c. Pembiayaan Konsumsi
Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga/perorangan
(termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang
atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Termasuk
dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi,
15
pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk
pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam
kelompok ini, termasuk pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi
tertentu seperti Dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan
pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan
pembiayaan itu.
4. Jenis Pembiayaan Kelolaan
Pembiayaan Kelolaan pada umumnya adalah pembiayaan yang bersifat
channeling (penatausahaan) atas pinjaman yang diberikan. Kemudian menunjuk
suatu lembaga keuanagan sebagai penatausahaan pinjaman tersebut dan atas
penatausahaan pinjaman ini memperoleh jasa.
Karena pembiayaan kelolaan ini bersifat channeling, maka tidak ada
pembatasan jumlah jangka waktu pembiayaan kelolaan yang akan ditatausahakan
serta tidak diperlukan adanya jaminan, asuransi dan lain-lain. Sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan pembiayaan pada umumnya.
Jenis pembiayaan meliputi:
a. Project AID-Mudharabah Mudharabah Muqayadah
Penerusan pinjaman yang disalurkan kepada proyek sebagai penerusan
pinjaman, menurut jenis pembiayaan sebagai berikut:4
1) Pembiayaan investasi Foreign Exchange Loan-Mudharabah Muqayadah, yaitu
pinjaman atau hibah dari luar negeri yang diterima dalam bentuk valuta asing
4Ibid, h. 30-31.
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yang kemudian diteruskan sebagai pinjaman (penerusan pinjaman) dalam
valuta rupiah.
2) Pembiayaan investasi-Development Loan Through the Banking System/DLBS-
FEI, yaitu pinjaman luar negeri yang disalurkan melalui sistem pembiayaan
untuk membiayai proyek-proyek swasta nasional yang ada di Indonesia.
b. Non Project Aid (Non PA)
Terdiri Dari:
1) Non Project Aid-Pembiayaan Investasi, yaiu pinjaman investasi untuk
pembiayaan proyek-proyek yang bersifat crash program yang dilaksanakan
oleh BUMN.
2) Non Project Aid- Pembiayaan Eksploitasi, yaitu pinjaman untuk modal kerja
dari pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek yang bersifat crash program
yang dilaksanakan oleh BUMN
Menurut Anrtonio, sifat penggunaan Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua
yaitu:
1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu  peningkatan usaha, baik usaha
produksi, perdagangan maupun investai.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu, pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan
konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut keperluannya, pembiayaan pouktif dapat dibagi menjadi dua
yaitu:
1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
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a. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi,
maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil
produksi.
b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place
2. Pembiayaan investasi yaitu, untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal
serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.
C. Fungsi Pembiayaan Syariah
Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian,
perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.
1. Pembiayaan dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal/Uang
Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut
dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para
pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperlancar
usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha
rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
2. Pembiayaan Meningkatkan Utility (Daya Guna) suatu Barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi
sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility
kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ minyak goreng,
peningkatan utility padi menjadi beras dan sebagainya. Producen dengan bantuan
pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya
kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang
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dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih
terasa pada dasarnya meningkatan utility dari barang itu.
3. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha
menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque,
giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang
giral maupun uang kartal  akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan
menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan
bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif. Penciptaan uang selain
dengan cara subtitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang
giral, maka ada cara Exchange of claim, yaitu bank memberikan
pembiayaandalam bentuk giral.
4. Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat
Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu
selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan
dinamikannya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah
selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu
berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang
berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu
pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh
bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang
diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volumen
usaha dan produksinya.
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5. Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi




d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat
Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha,
pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memengang peranan yang
penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan
kualitatif, yaitu pengarahan-pengarahan ke sektor produktif dan sektor-sektor
prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.
Misalnya, di Indonesia sudah barang tentu diarahkan pada sektor-sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian,
industri alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh bagi kehidupan
rakyat (sandang pangan), produksi barang-barang untuk ekspor dan sebagainnya.
6. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional
Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti  peningkatan profit. Bila
keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan
ke dalam struktur permodalan, maka peningkata akan berlangsung terus menerus.
Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus
bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang
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pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.
Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-
kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat
diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor yang lain lebih
berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan
buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via
pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengguna devisa untuk
urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan,
pendapatan nasional akan bertambah.
7. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional
Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di
luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi
dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh
pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara yang
kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan
bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-
bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-
syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu
penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang
istilahnya sering kali didengar sebagai G to G (Goverment to Goverment), maka
hubungan antar negara pemberi (shahibul mal) dan penerima pembiayaan
(mudharib) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan
perekonomian dan perdagangan.
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D. Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah
Arrum merupakan singkatan dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang
merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan
usaha dengan berprinsip syariah.5
Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12
bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan
dengan cara angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada Ar-
Rum adalah akad Ijarah.
Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang dan jasa
dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional,
ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa/uaph tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri). Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang
menyewakan kepada penyewa.
Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong
mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an. Adapun landasan hukum ijarah
adalah QS.Al-Baqarah (2) :233
                     
         
5 Andri Soemitri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), h.
400.
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“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
Keunggulan lain dari Ar-Rum yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yaitu
dengan adanya produk Ar-Rum masyarakat ingin mendapatkan dana pembiayaan
tidak serta merta menitipkan kendaraan bermotor berupa motor atau mobil yang
dititipkan kepegadaian, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa
dijadikan jaminan. Pelayanan ini untuk meringankan masyarakat yang ingin
menggunakan kendaraan bermotornya sebagai alat bantu usahanya.
Melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh staf Pegadaian Syariah,
dapat dilihat apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman, studi
kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada
masyarakat nantinya.
E. Landasan Hukum Pegadaian Syariah
Dasar Hukum yang mengatur Pegadaian di Indonesia sebagai Lembaga
Keuanagan resmi yaitu, dimana Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali
perubahan bentuk badan Hukum sehingga pada akhirnya pada tahun 1990
menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi
Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara
Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan
pada tahun 1990  menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui
peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai dalam
bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian
pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha
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tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar
Hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian adalah terdapat pada pasal 5
ayat 2b, Yaitu pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya.6
Dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah
ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian
Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan
hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.
Adapun perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
RI Nomor 51 tahun 2011.7
Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, makud dan tujuan Perusahaahn
Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk
melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun
syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke
bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan
Terbatas, (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada
6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah (Yoyakarta: Ekonisia, 2003),
h. 162.
7
www.depdagri.go.id/media/documents/2012/.../pp_no.51-2011.pdf (8 Februari 2012).
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ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama
berupa:
a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan
logam mulia. (3) Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan
kegiatan usaha: a. jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa
administrasi pinjaman; dan b. optimalisasi sumber daya Perusahaan
Perseroan.
Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep
pegadaian Islam juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari Al-Qur’an.
Adapun landasan yang dipakai adalah:8
1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 283
                  
                  
         
Artinya:
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak secara) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
8 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan
Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.
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tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia
bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2. Ijma Ulama
Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud,
berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya
untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil
indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut, ketika beliau beralih dari
yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang
Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw., yang tidak
mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun
harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw., kepada mereka.9
Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan
barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan
aslinya maka wajib tidak ada keputusan). Mazhab Maliki berpendapat, gadai
wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahn) dipaksakan
untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memengang gadaian
(murtahin). Jika jaminan sudah berada ditangan pemengang gadaian (murtahin)
orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak untuk memanfaatkan, berbeda
dengan pendapat Asy-Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama
tidak merugikan/membahayakakn pemengang gadaiaan.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional
9 Zainuddin, Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sianar Grafika, 2008), h. 8.
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Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Islam Nasional
No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn
diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin
rahin,dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu
sekadar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan
biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh di
tentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan marhun:
a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk
segera melunasi utangnya.
b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual
paksa/dieksekusi.
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c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penyimpanan.
d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya
menjadi kewajiban rahin.
b. Ketentuan penutup
1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.
Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Islam
berjalan di atas dua akad transaksi Islam yaitu:
1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang
menahan mempeoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau
sebagian piutangnya.
2. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barangnya sendiri.
F. Tujuan dan Manfaat Pegadaian
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Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi
kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan
prinsip pegelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian Bertujuan
sebagai berikut:
1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program
Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya
melalui penyaluran unag pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencengahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai Syariah memiliki efek jaring
pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi
dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjamandengan syarat mudah.
Adapun manfaat Pegadaian, antara lain:
1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana
dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit
perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran suatu
barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang
bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian:
1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh
peminjam dana.
2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah
yang memperoleh jasa tertentu. Bagi Bank Syariah yang mengeluarkan
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gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya
administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
3) Pelaksanaan misi Perum Pegadaian seabagai BUMN yang bergerak di
bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang
memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
a) Dana pembangunan semesta (55%)
b) Cadangan umum (20%)
c) Cadangan tujuan (5%)
d) Dana sosial (20%)
G. Penelitian Terdahulu
Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Jumarni (2009) dalam Skripsi yang
berjudul “Peranan Pembiayaan Arrum dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil
pada CPS. ST. Hasanuddin Kabupaten Gowa”. dengan objek penelitian pada
kantor pegadaian syariah kabupaten Gowa. Menyimpulkan bahwa Peranan
pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Cabang Sultan Hasanuddin telah
membantu masyarakat kabupaten gowa untuk mendapatkan dana pemebiayaan
ini.
Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sholikha Oktavi K (2009) dalam
skripsi yang berjuul Analisis faktor-faktor yangmempengaruhi pengambilan
pembiayaan dan efektivitas pembiayaan Usaha Kecil. Menyimpulkan bahwa
faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah biaya peminjaman, jangka waktu





Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kuantitatif.
Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik.
B. Lokasi dan Waktu
Adapun lokasi penelitian yaitu pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah
Sentral Makassar. Penelitian ini di mulai tanggal 25 Juni sampai 25 JuIi.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 1
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian lapangan ini adalah 100
nasabah yang mendapat pembiayaan Arrum pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah
Sentral Makassar.
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  R & D (Bandung:  Alfabeta, 2011), h. 80.
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2. Sampel
Sampel adalah turunan dari populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana,
tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari
populasi itu. Apa yang dipelajari dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat
diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus
betul-betul representatif (mewakili). 2
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu
tekhnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, karena dalam penelitian ini,
hanya responden atau nasabah Pembiayaan Arrum yang dijadikan sampel. Mengigat
jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini tidak dapat dijangkau secara
keseluruhan oleh peneliti, maka perlu melakukan peenarikan sampel. Adapun
penarikan sampel yang digunakan sebanyak 30 orang dari 100 nasabah. Menurut
Roscoe dalam buku Researcch Methods for Business bahwa ukuran sampel yang
layak dalam penlitian adalah antara 30 orang sampai dengan 500 orang.3
D. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yaitu:
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung terhadap objek penelitian, baik
melalui wawancara langsung maupun melalui kuesioner.
2 Ibid h. 81.
3Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jamal, Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 131.
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang
Sentral Makassar, yang berupa catatan dan dokumen.
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk menunjang penulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, antara lain:
1. Penelitian Lapangan (Field Research), dimana penulis mendatangi langsung
Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar untuk melakukan observasi
langsung di lapangan.
2. Kajian Pustaka (Library Research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara
membaca dan menelaah literatur buku-buku, yang relevansinya dengan masalah
yang akan dikaji.
F. Tekhnik Analisis Data
Adapun tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
statistik. Statitistik adalah seperangkat teknik matematik untuk mengumpulkan,
mengorganisasi, menginterpretasi, data angka. Karena itu instrumen yang digunakan
untuk menghasilkan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Kuesioner.
Berdasarkan data pada tabel frekuensi jawaban nasabah atau responden
dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan Arrum pada Kantor Cabang Pegadaian
Syariah Sentral Makassar, maka dilakukan perhitungan dengan mencari persentase
nasabah dengan rumus sebagai berikut:
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P    :   F/N× 100%
Keterangan:
F : Frekuensi
N : Jumlah frrekuensi/jumlah responden
P : Angka persentase4
G. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul skripsi ini,
maka penulis terlebih dahulu memberikkan pengertian pada kata-kata yang dianggap
penting dalam judul “Analisis Pembiayaaan Arrum PT Pegadaian (Persero) Syariah
terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Kantor Cabang PT Pegadaian
(Persero) Syariah Sentral Makassar.
Adapun yang penulis jelaskan dalam judul di atas adalah sebagai berikut :
1. Pembiayaan yaitu berasal dari kata biaya yang berarti materi yang dikeluarkan
untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu. Pembiayaan adalah
pengeluaran sejumlah uang untuk mendapatkan sesuatu.5
2. Arum adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan
kecil untuk keperluan pegembangan usaha dengan sistem pengembalian secara
angsuran.6
4 Anas Sudjiono, PengantarStatistik Pendidikan (Jakarta: Raajawali Pers, 2010), h. 43.
5 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 196.
6 Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, Pengenalan Produk Perum
Pegadaian. 2009.
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3. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.7
4. Menurut UU No 20 Tahun 2008 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal 50 juta
rupiah dan omset maksimal 300 juta rupiah.8
5. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiiri, yang dilakukan
oleh orang perorangann atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang  perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai
aset lebih dari 50 juta Rupiah sampai 500 juta rupiah dan omset lebih dari 300 juta
rupiah.
7 Dadang Sukandar, wordpress.com (29 Februari 2011).




A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah
Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal
VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening.1 Meskipun demikian, diyakini
bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia.
Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa
Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von
Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu
masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan
hukum gadai
Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 tanggal 11
Maret 1969 tentang perubahan Kedudukan PN Pegadaian jo. UU No.9 Tahun 1969
tanggal 1 Agustus1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara
dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Peerum) dan Perusahaan
Perseroan (Persero).
Untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan
Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April
1990. Dengan peerubahan sattus dari Perjan menjadi Perum, pegadaian diharapkan
akan lebih mampu mengelolah usahanya dengan profesional, business oriented tanpa
1 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.
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meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum
gadai.
Pegadaian sebagai lembaga terkemuka di Indonesia memiliki Visi sebagai
berikut: Pada Tahun 2013 Pegadaian Menjadi “CHAMPION” dalam Pembiayaan
Mikro dan Kecil Berbasis Gadai dan Vidusia bagi masyarakat Menengah ke Bawah.
Visi Pegadaian akan tercapai jika melaksanakan misi lembaga sebagai berikut:
1. Membantu Program Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya
golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik
melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum
gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola
perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.2
Misi perum pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan
perekonomian denga cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai
kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga
yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Mentri Keuangan No. 39/MK/6/1/1971
tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:
2Perum Pegadaian, Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian, Divisi Litbang
Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian Oktober 2009, h. 8.
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1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum
gadai kepada: Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat
produktif kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian
gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat
terutama bagi Pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila
perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan
dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali
dengan pertimbangan jangan sampai perusahaan itu justru membatasi ruang gerak
perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan
menengah saja maka terciptalah misi perusahaan pegadaian yaitu : “Ikut
membantu program Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa
penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.
Motivasi atau alasan ditempatkannya Pegadaian Syariah diSentral:
1. Starategi untuk mndapatkan nasabah lebih mudah
2. Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk berhubungan dengan
nasabah yang lain.
Selain Visi Misi di atas, Perusahaan juga memiliki budaya perusahaan yang
diaktualisasikan dalam bentuk simbol "INTAN" yang bermakna:
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Inovatif :
1. Berinisiatif, kreatif dan produktif
2. Berorientasi pada solusi
Nilai Moral Tinggi :
3. Taat Beribadah
4. Jujur dan berfikir positif
Terampil :
5. Kompeten di bidangnya
6. Selalu mengembangkan diri
Adi Layanan :
7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun dan ramah
Nuansa Citra :
9. Memiliki sense of belonging
10. Peduli nama baik perusahaan
Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern
yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.
Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang
Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi
di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit
bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai
konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit
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Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003.
Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta,
dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang
sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian
Syariah.
Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar berdiri pada bulan Juni
tahun 2003.3 Pegadaian Syariah Sentral Makassar merupakan Cabang pertama dan
dikelolah oleh Bapak Budiana selaku Manajer. Pegadaian Cabang Sentarl Makassar
sudah berjalan kurang lebih 9 tahun, dan tentunya banyak mengalami peningkatan
terutama kinerja Staf dan peningkatan jumlah nasabah. Setelah Pegadaian mengalami
mutasi, Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar berganti Manajer yakni oleh
Bapak Sokran. Adapun Struktur Organisasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah
Sentral Makassar :4
Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar
3Kurniawan Raditya Putra, (Staf/Pegawai). Wawancara, Kantor Pegadaian Syariah Sentral
Makassar. Jam 10, 25 Juni 2012 .
4Mutmainnah, Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Kantor Cabang  Pegadaian Syariah
Veteran Selatan. H. 13
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Pada struktur Perum Pegadaian Cabang Sentral Makassar yang tergambar
diatas dapat dilihat pemisahan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang
terdiri dari:5
1. Manager Cabang (ManCab)
Manager Cabang merupakan pimpinan dalam setiap kantor cabang yang
bertugas dalam perencanaan, pengorganisasian, penyelengaraan seluruh operasional
perusahaan yang berlangsung dengan masyarakat (nasabah) dan bertanggungjawab
pada Pimpinan Wilayah.
2. Sistem Operasional Perusahaan


















Penaksir adalah petugas yang memiliki kewenangan dalalm memutuskan
jumlah uang pinjaman (UP) yang sesuai untuk diberikan kepada nasabah atas barang
jaminan yang diserahkan.
Penaksir dibedakan atas dua bagian yaitu:
1) Penaksir Muda
Penaksir Muda merupapkan petugas yang menaksir Barang Jaminan (BJ) dan
berada pada loket penaksirserta dapat berinteraki langsung dengan
nasabah.penaksir muda dapat lebih dari 1 orang atau sesuai dengan kebutuhan.
2) Penaksir Madya
Penaksir Madya merupakan penaksir yang secara tidak langsung berinteraksi
dengan nasabah, melainkan hanya menaksir ulang barang jaminan yang telah
ditaksir sebelumnya oleh penaksir muda.
b. Usaha lain
Usaha lain yang di maksud disini adalah jasa layanan selain Kredit Gadai
Cepat dan Aman (KCA),  disini juga petugas melayani Produk kredit seperti:
Pembiayaan Arrum, Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA), jasa
taksiran,  jasa titipan, dan jasa produk non kredit seperti Kirim Uang Cara Instan
Cepat dan Aman (KUCICA).
3. Sistem Administrasi Perusahaan
Sistem administarasi Perusahaan meliputi:6
a. Kasir
6Zainuddin Ali, op.cit.h. 61
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Kasir adalah seseorang yang ditunjuk menangani masalah kas penerimaan dan
pengeluaran dari semua transaksi yang terjadi pada Kantor Cabang. Adapun tugas
kasir sebagai berikut:
1) Menerima SBR lembar asli dari nasabah (rahin) dan SBR dwilipatdari
penaksir, selanjutnya memeriksa keabsahannya.
2) Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda ‘bayar’ pada SBR
asli dan lembar kedua. SBR lembar pertama (asli) beserta uangnya diserahkan
kepada nasabah (rahin).
3) SBR lembar kedua diditribusikan kebagian administarasi/pegawai pencatat
Buku Pinjaman dan kitir bagian ‘dalam’ SBR sebagai dasar pencatatan pada
Laporan Harian Kas (LHK).
4) Pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa SBR asli tentang
kelengkapan data dan keabsahannya.
5) Membuat slip Pelunasan (selanjutnya disebut SP) rangkap 2.
6) Menerima pembayaran dari Rahin berupa pokok pinjaman dan jasa simpan
sesuai dengan tertera dalam SBR dan slip pelunasan (SP).
7) Membubuhkan cap ‘Lunas’ dan memberi paraf pada badan SBR dan kitir-
kitirnya.
8) Mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan
pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK).
9) Mendistribusikan SBR tersebut: badan SBR diserahkan kepada bagian
administrasi, lembar 1 Slip pelunasan diserahkan kepada rahin untuk
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mengambil marhun, kitir SBR diserahkan kepada penyimpan/pemengang
gudang sebagai dasar pengeluaran.
b. Penyimpanan dan Pemegang Gudang
Petugas yang berperan dalam penyimpanan dan pengeluaran barang Jaminan
(BJ) berupa Emas, kendaraan Bermotor,Elektronik, dll. Adapun tugas bagian
gudang yaitu:
1) Mencatat semua transaksi pemberian pinjaman dalam Bukti Pinjaman (BP)
untuk semua golongan berdasarkakn ‘Badan’ SBR yang diterima dari kasir dan
dibuat Kas Kredit (KK) Serta Buku Kas (BK).
2) Mendistribusikan : lembar 1 Buku Kas (BK) dengan melampirkan kas kredit
(KK) dikirim ke kantor Wilayah dan lembar 2 BK, KK, dan rekapitulasi
pinjaman (RP) sebagai arsip.
3) Pada akhir tutup kantor, berdasarkan Badan SBR dan Bukti Pinjaman (BP) buat
Rekapitulasi Pinjaman (RP) dan dicacat pada Ikhtisar Pinjaman dan Pelunasan
(IPP).
4) Menerima marhun yang telah ditempeli kitir SBR bagian luar dari penaksir dan
bukti pinjaman (BP) lembar 2 (karbonais) dari bagian administrasi.
5) Mencocokkan marhun yang telah ditempeli kitir SBR bagian luar dengan bukti
pinjaman (BP).
6) Apabila sudah sesuai antara marhun yang diterima hari itu dengan bukti
pinjaman (BP), selanjutnya dicatat dalam Buku Gudang (BG).
45
7) Mencocokkan saldo bukti pinjaman (BP) dan Ikhtisar Pinjaman dan Pelunasan
(IPP) pada akhir jam kantor.
8) Pada saat pelunasan bagian Gudang menerima kitir SBR bagian ‘luar’ dari kasir
sebagai dasar untuk mengambil marhun yang telah ditebus.
9) Mencocokkan nomor kitir ‘dalam’ yang di terima dari rahin dan nomor kitir
yang ada pada marhun.
10) Apabila sudah sesuai, melepaskan kitir yang ada pada marhun dan
menyerahkan marhun pada rahin.
11) Atas dasar kitir ‘dalam’ dan marhun, pengeluaran marhun, pengeluaran
marhun, dicatat dalam Buku Gudang (BG).
12) Setiap akhir kerja mecocokkan BG dengan rekapitulasi pelunasan (RPL) yang
ada pada bagian administarasi.
c. Keamanan
Petugas yang bertugas mengatur antrian dan mengendalikan ketertiban dan
keamanan dalam lingkungan Kantor Cabang.
B. Pegadaian sebagai Lembaga Keuanagan Bisnis
Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan bisnis, selain menawarkan
pembiayaan Arrum untuk Usaha Mikro Kecil, Pegadaian Syariah juga
menawarkan layanan jasa berupa:7
a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Produk ini
mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan barang sebagai jaminan.
7 Zainuddin Ali, loc.cit., h. 53.
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Barang gadai harus berbentuk barang bergerak, oleh karena itu pemberian
pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.
b. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas
nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah. Demikian juga orang yang
hanya bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak
menggadaikan barangnya itu. Jasa ini diberikan karena pegadaian Syariah
mempunyai alat penaksir yang keakuratanya dapat diandalkan. Demikian juga
dengan sumber insani yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran
dimaksud, hanya memungut ongkos biaya penaksiran.
c. Penitipan barang, Pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat
berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijasah, motor. Fasilitas ini
diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang
relatif lama atau karena penyimpanan di rumah dirasakan kurang aman. Atas jasa
penitipan tersebut, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
d. Gold counter, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang
terjamin kualitas dan keasliannnya. Gold counter ini semacam toko dengan emas
galeri 24, di mana setiap pembelian emas di toko milik pegadaian syariah akan
dilampirkan sertifikat jaminan. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan
yakin akan kualitas dan keaslian emas.
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C. Mekanisme Operasional Pembiayaan Arrum pada Kantor Cabang Pegadaian
Syariah Sentral Makassar
Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa
keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-Rahn untuk
Usaha Mikro, atau biasa disebut Ar-Rum. Produk Ar-Rum merupakan skim
pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha
yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu
tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dan hanya
di peruntukan bagi pengusaha mikro.
Menurut Kurniawan Raditya Putra, Mekanisme Operasional penyaluran
dana pembiayaan Arrum pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar
yaitu: Pertama, pihak Pegadaian menerima berkas nasabah yang akan
mendapatkan pembiayaan Arrum dengan melampirkan8:
1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), Foto Copy KTP Suami/Istri, Foto Copy Surat
Nikah, surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun, BPKB
Kendaraan bermotor, foto copy STK, Foto Copy rekening tabungan, Foto Copy
pembayaran listrik dan telepon, Foto Copy pembayaran PBB.
2. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM.
Kedua, Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang
dilampirkan oleh nasabah dan melakukan survey analisis kelayakan usaha serta
menaksir agunan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak
Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan Arrum yang
8 Kurniawan Raditya Putra, (Staf/Pegawai). Wawancara, Kantor Pegadaian Syariah Sentral
Makassar. Jam 10, 25 Juni 2012.
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diketahui suami/istri. Ketiga, pencairan dana pembiayaan Arrum cair setelah
menandatangani akad pembiayaan.
Keunggulan Produk Arrum pada Pegadaian Syariah
1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih tiga hari, serta biaya
biaya yang kompetitif dan relatif murah.
2. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan,
hingga 36 bulan.
3. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70 % dari nilai taksiran anggunan.
4. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap.
5. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon
ijaroh.
6. Didukung oleh staf berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan
pelayanan.
Persyaratan-persyaratan untuk Memperoleh Pembiayaan Ar-Rum pada
Pegadaian Syariah9
1. Calon rahin atau nasabah merupakan pengusaha mikro yang memiliki usaha yang
produktif dan mempunyai barang berupa kendaraan bermotor sebagai objek
jaminan pinjaman.
2. Calon rahin tidak menjadi nasabah kredit Kreasi dicabang pengadian konvensional
dan tidak menjadi rahin Ar-Rum dicabang pegadaian Syariah lainnya.
9Andri Soemitra, MA, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), h.
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3. Calon rahin bukan dari petugas pengelolah Ar-Rum itu sendiri.
4. Identitas calon rahin yang jelas.
a. Warga Negara Indonesia.
b. Memiliki tempat tinggal yang tetap.
c. Status usaha rahin adalah usaha perorangan atau badan hukum yang
menjalankan usahanya sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia..
d. Usia usahanya lebih dari 1 tahun.
e. Jenis usahanya tidak termaksud yang dilarang diberikan pinjaman.
f. Tempat usahanya tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap
lingkungan masyarakat.
g. Menyerahkan foto copy AD/ART atau akte pendirian badan usaha dengan
menunjukkan aslinya.
h. Menyerahkan SIUP/SITU/ atau izin usaha lainnya dengan menunjukkan aslinya.
Objek Jaminan Pembiayaan Ar-Rum (Marhun)
1. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang
tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP.
2. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan
menjaminkan kendaraan dari pemilik.
3. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan
umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
4. Sistem dan prosedur menaksir sesuai dangan prosedur yang berlaku diperusahaan.
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5. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses
piutang disepakati, agar dilakukan proses pemblokiran BPKB atas biaya rahin.
6. Satu perjanjian hutang piutang Ar-Rum diperbolehkan didukung sampai dengan 3
jenis marhun.
7. Khusus kendaraan bermotor baik roda empat atau lebih dengan menggunakan plat
polisi kuning, harus melengkapi persyaratan serta harus melengkapi isin trayek
dan buku Kir dari dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya.
Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 bulan
dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara
angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada Ar-Rum ini adalah
Ijarah.
Pembayaran angsuran bulanan dilakukan di kantor Cabang Pegadaian Syariah
penyelengara pembiayaan Arrum melalui petugas yang ditunjuk. Batas akhir tanggal
pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan tanggal transaksi (pencairan
pembiayaan) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tanggal 10 bulan berikutnya untuk tanggal 1 s.d 10
b. Tanggal 20 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 11 s.d 20
c. Tanggal 30/31 bulan berikutnya untuk transaksi tanggal 21 s.d 31 (bulan februari
pada akhir bulan).
Pembiayaan angsuran lebih cepat dari tanggal angsuran dapat diterima tanpa
mengurangi jumlah angsuran. Apabila tanggal angsuran bertepatan pada hari libur
maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
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a. Identitas responden
Untuk keperluan analisis digunakan pengumpulan data dengan memberikan
kuesioner kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar. Kuesioner
ini diberikan kepada nasabah sebanyak 30 orang responden. Adapun penggolongan
responden didasarkan pada jenis kelamin, usia dan jenis pekerjaan. Di bawah ini
adalah identitas para responden berdasarkan hasil koesioner.
1. Jenis Kelamin
Tabel 1.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber; Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar
Dari tabel diatas menujukkan bahwa 60% atau 18 responden laki-laki yang
mengambil pembiayaan Arrum sedangkan 40% atau 12 responden perempuan yang
mengambil pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar.
2. Usia
Tabel 1.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia
No. Usia Responden F P
1 < 25 - -
2 25-35 11 36,7%
3 >35 19 63,3%
Jumlah 30 100%
Sumber; Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar
No. Jenis Kelamin F P
1 Laki-Laki 18 60%
2 Wanita 12 40%
Jumlah 30 100%
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Berdasarkan tabel di atas menujukkan bahwa persentase usia responden
ternyata usia >35 tahun yang dijadikan penelitian yakni 63,3% atau 19 responden
lebih banyak yang mendapatkan  pembiayaan Arrum dibanding dengan responden
yang usia 25-35 tahun yang hanya mencapai persentase 36,7% atau 11 responden.
3. Jenis Pekerjaan
Tabel 1.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan pekerjaan
No. Pekerjaan F P
1 Pegawai - -
2 Pengusaha 25 83,3%
3 Wiraswasta 5 16,7%
Jumlah 30 100%
Sumber: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar
Dari tabel di atas menujukkan bahwa persentase jenis pekerjaan responden
ternyata pengusaha lebih banyak yang mendapatkan pembiayaan Arrum, dibanding
dengan responden wiraswasta yang dijadikan penelitian, dengan persentase 83’3%
atau 25 responden pengusaha, sedang persentatse wiraswasta  hanya 16,7% atau 5
responden. Disebabkan karena pembiayaan Arrum, memang hanya diperuntukan
bagi nasabah yang mempunyai usaha.
4. Tingkat Pendapatan
Tabel 1.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan
No. Tingkat Pendapatan F P
1 3 jt-4 jt 8 26,7%
2 4 jt-5 jt 17 56,7%
3 5 jt- 6 jt 5 16,6%
Jumlah 30 100%
Sumber: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar
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Dari tabel di atas menujukakkan bahwa, 56,7% atau 17 pedagang yang
memiliki tingkat pendapatan rata-rata 4 juta-5 juta Rupiah perbulan. Dapat di tarik
kesimpulan bahwa dengan adanya pembiayaan Arrum yang ditawarkan Pegadaian
Syariah dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya. Dengan demikian
Pembiayaan Arrum sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro kecil.
5. Jenis Usaha yang digeluti
Tabel 1.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan JenisUsaha yang digeluti
No. Jenis Usaha yang Digeluti F P
1 Siap Saji 11 36,7%
2 Siap pakai 19 63,3%
Jumlah 30 100%
Sumber: Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar
Dari tabel di atas menujukkan bahwa, persentase jenis usaha yang digeluti
nasabah adalah di bidang perdagangan Siap pakai lebih dominan dibandingkan
perdagangan siap saji, dengan persentase perdagangan siap pakai 63.3% dan 36,7%
perdagangan siap saji.
D. Pengaruh Pembiayaan Arrum terhadap Pengembangan UMK di Kota
Makassar
1. Analisis data
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner maka dapat
diketahui pengaruh pembiayaan Arrum terhadap pengembangan Usaha Mikro
Kecil pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar dari beberapa tabel berikut:
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Tabel 2.1 Pembiayaan Arrum dapat membantu usaha nasabah
Sumber: Data diolah 2012
Berdasarkan  tabel di atas menujukkan bahwa pembiayaan Arrum pada
Kantor Cabang  Pegadaian Syariah Sentral Makassar dapat membantu nasabah
dalam peningkatan usaha mikro kecil. Hal ini dapat dilihat pada tingkat  persentase
83,3% atau 25 nasabah yang memberikan pernyataan sangat setuju jika pembiayaan
Arrum dapat meningkatkan Usaha Mikro. Dengan demikian Pegadaian Syariah
diharapkan untuk tetap mempertahankan produk-produnya, khususnya produk
pembiayaan Arrum. Selaian itu Pegadaian juga diharapkan untuk melakukan
pendampingan kepada nasabah dalam menjalakan usahanya.
Tabel 2.2 Memahami mekanisme operasional Pembiayaan Arrum
Sumber: Data diolah 2012
No Jawaban Pernyataan F P
1 Sangat Setuju 25 83,3%
2 Setuju 5 16,7%
3 Tidak setuju - -
4 Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100%
No Jawaban Pernyataan F P
1 Sangat Setuju 19 63,3%
2 Setuju 6 20%
3 Tidak setuju 5 16,7%
4 Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100%
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Berdasarkan tabel di atas, menujukkan bahwa nasabah Pegadaian Syariah
Cabang Sentral Makassar yang memahami mekanisme operasional Pembiayaan
Arrum adalah sebesar 63,3% atau 19 nasabah yang memberikan pernyataan sangat
setuju, 20% atau 6 nasabah yang memberikan pernyataan setuju  dan 16,7% atau 5
nasabah yang memberikan pernyataan tidak setuju. Berdasarkan tingkat persentase
di atas, maka Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar sangat berperan penting
dalam membantu nasabah dalam memberikan pemahaman mekanisme operasional
Pembiayaan Arrum. Karena pemahaman nasabah terhadap mekanisme opersioanal
Pembiayaan Arrum akan berdampak pada pengembangan Usaha Mikro. Pihak
pegadaian, perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan Arrum
dan perlu melakukan sosialisasi agar nasabah pembiayaan Arrum bertambah.
Tabel 2.3 Pengaruh pembiayaan Arrum terhadap pengembangan UMK
Sumber: Data diolah 2012
Berdasarkan tabel di atas, menujukkan bahwa 83,3% atau 25 nasabah
yang memberikan pernyataan sangat setuju dan 16,7% atau 5 nasabah yang
memberikan pernyataan setuju mengenai pengaruh Pembiayaan Arrum terhadap
pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral
Makassar. Hal ini disebabkan karena dana yang diberikan kepada nasabah dapat
No Jawaban Pernyataan F P
1 Sangat Setuju 25 83,3%
2 Setuju 5 16,7%
3 Tidak setuju - -
4 Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100%
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digunakan sebaik-baiknya dan tidak lepas dari manajemen keuangan yang baik
dalam menjalankan usaha. Disamping itu nasabah yang mendapatkan pembiayaan ini
sudah mempunyai pengalaman terhadap dunia usaha serta mampu menbaca peluang
yang ada pada masyarakat atau disekitar tempatnya membuka usaha. Selain itu,
dalam mendapatkan pembiayaan ini, tidak serta merta menitipkan kendaraan
bermotor berupa motor atau mobil yang dititipkan kepegadaian, melainkan surat
BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan jaminan. Pelayanan ini untuk
meringankan masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan bermotornya sebagai
alat bantu usahanya.
Tabel 2.4 Hanya diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha
Sumber: Data diolah 2012
Berdasarkan tabel di atas menujukkan bahwa 36,7% atau 11 nasabah yang
memberikan pernyataan setuju kalau pembiayaan Arrum hanya diperuntukan bagi
nasabah yang memiliki usaha dan 63,3% atau 19 nasabah yang menyatakan tidak
setuju jika Pembiayaan Arrum hanya diperuntukan bagi nasabah yang memiliki
usaha. Dilihat dari hasil persentase diatas, maka keinginan atau minat nasabah
terhadap pembiayaan Arrum sangat tinggi. Namun karena Pembiayaan Arrum
hanya diperuntukan bagi Nasabah yang mempunyai usaha, hal ini menjadi
No Jawaban Pernyataan F P
1 Sangat Setuju - -
2 Setuju 11 36,7%
3 Tidak setuju 19 63,3%
4 Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100%
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penghambat atau kendala bagi sebagian nasabah. Pembiayaan Arrum ini hanya
diperuntukan kepada nasabah yang mempunyai usaha, untuk menghindari
terjadinya penyalahgunaan dana atau terjadinya kredit macet.
Tabel 2.5 Proses pencairan dana Pembiayaan Arrum cepat
Sumber: Data diolah 2012
Berdasarkan tabel di atas, menujukkan bahwa 70% atau 21 nasabah yang
memberikan pernyataan sangat setuju terhadap pencairan dana pembiayaan Arrum
cepat dan 30% atau 9 nasabah yang memberikan pernyataan setuju  terhadap
pencairan dana pembiayaan Arrum.
Untuk  mendapatkan pembiayaan ini lembaga keuangan Pegadaian
memberikan persyaratan yang sangat sederhana dibandingkan dengan lembaga
keuanag lainnya. Nasabah pembiayaan Arrum yang ada pada pegadaianSyariah,
cukup memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan mobil atau motor, kemudian
waktu yang diperlukan dalam proses persetujuan pinjaman tidak lebih dari 3  hari
yang penting nasabah memiliki usaha yang layak untuk di biayai.
Tabel 2.6 BPKB kendaraan menjadi jaminan dalam penyaluran Pembiayaan
Arrum
No Jawaban Pernyataan F P
1 Sangat Setuju 21 70%
2 Setuju 9 30%
3 Tidak setuju - -
4 Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100%
No Jawaban Pernyataan F P
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Sumber: Data diolah 2012
Berdasarkan tabel di atas menujukkan bahwa 40% atau 12 nasabah yang
memberikan pernyataan setuju jika BPKB kendaraan menjadi jaminan dalam
penyaluran pembiayaan Arrum, dan 60% atau 18 nasabah yang memberikan
pernyataan tidak setuju jika BPKB kendaraan menjadi jaminan dalam penyaluran
dana Pembiayaan Arrum. Hal ini menujukkan bahwa masih banyak nasabah yang
merasa khawitir jika BPKB kendaraan mereka dijadikan jaminan pada Pegadaian.
Tabel 2.7 Kualitas Pelayanan yang baik terhadap nasabah
Sumber: Data diolah 2012
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa 86,7% atau 26 nasabah yang
memberikan pernyataan sangat setuju terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
oleh kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar dan 13,3% atau 4 nasabah
yang memberikan pernyataan setuju terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
oleh pegawai Kantor  cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Pegadaian
syariah diharapkan agar tetap mempertahankan tingkat pelayanannya kepada
1 Sangat Setuju - -
2 Setuju 12 40%
3 Tidak setuju 18 60%
4 Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100%
No Jawaban Pernyataan F P
1 Sangat Setuju 26 86,7%
2 Setuju 4 13,3%
3 Tidak setuju - -
4 Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100%
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nasabah karena salah satu keberhasilan sebuah Perusahan adalah tergantung dari
kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
Kualitas pelayanan memang memengang peranan penting dalam sebuah
perusahaan. Lembaga keuangan yang ada saat ini bersaing memberikan pelayanan
yang terbaik kepada nasabah. Agar mampu bersaing dan bertahan serta tidak
kehilanagan nasabahnya, maka pihak Pegadaian harus menyusun strategi kebijakan
dan terobosan baru berkaitan dengan kualitas pelayanan.
Tabel 2.8 Pendapatan nasabah meningkat setelah mendapatkan Pembiayaan Arrum
Sumber: Data diolah 2012
Berdasarkan tabel di atas, menujukkakn bahwa 86,6% atau 26 nasabah
memberikan pernyataan sangat setuju bila pendapatan meningkat setelah
mendapatkan Pembiayaan Arrum dan 13,4% atau 4 nasabah yang memberikan
pernyataan setuju terhadap peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan
Arrum. Dari hasil penelitian di atas, semua nasabah yang mendapatkan pembiayaan
Arrum pada Pegadaian syariah sentral Makassar pendapatan atau keuntungan nasabah
meningkat. Hal ini disebabkan karena dana yang disalurkan kepada nasabah benar-
benar dimanfaatkan. Selain itu, kemampuan nasabah membaca peluang usaha juga
sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan.
No Jawaban Pernyataan F P
1 Sangat Setuju 26 86,6%
2 Setuju 4 13,4%
3 Tidak setuju - -







Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Analisis Pembiayaan Arrum
terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Kantor Cabang Pegadaian
Syariah Sentral Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Adapun mekanisme operasional Pembiyaan Arrum pada Kantor Cabang
Pegadaian Syariah Sentral Makassar yatiu, Pertama, pihak Pegadaian
menerima berkas pengajuan pembiayaan Arrum dari nasabah kemudian
mengisi formulir aplikasi pembiayaan Arrum. Kedua, Petugas Pegadaian
memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan
melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Setelah
memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Pegadaian, selanjutnya
nasabah menandatangani akad pembiayaan Arrum yang diketahui suami/istri.
Ketiga, pencairan dana pembiayaan Arrum cair setelah menandatangani akad
pembiayaan.
2. Produk Pembiayaan Arrum yang ada pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah
Sentral Makassar sangat berpengaruh terhadap pengembangan Usaha Mikro
Kecil. Hal ini kita dapat lihat dari hasil penelitian, bahwa setelah nasabah
mendapatkan pembiyaaan Arrum, Pendapatan nasabah rata-rata meningkat dari




1. Pada pihak Pegadaian, dalam hal meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan
Arrum dan dalam rangka peningkatan Usaha Mikro Kecil, maka pihak
Pegadaian perlu mensosialisasikan produk-produk yang ditawarkan oleh
Pegadaian Syariah. Khususnya pada produk pembiayaan Arrum.
2. Pada pihak Pegadaian Syariah agar tetap mempertahankan keramahan
dalam pelayanan, bahkan perlu ditingkatkan agar nasabah merasa nyaman
dan senang atas pelayanan yang diberikan oleh pegadaian.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a.  Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan
Efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman
khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah,
usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)
Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian,
sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian, perlu mengubahbentuk badan hukum
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaianmenjadi Perusahaan
Perseroan (Persero);
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan
Hukum Badan Usaha Milik Negara, perubahan bentuk
badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
c.   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi
PerusahaanPerseroan (Persero);
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4554);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO).
Pasal 1
(1) Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian,
diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero).
(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan:
a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi
kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);
b. seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap
Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu
tidak tertentu;
c. seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan
tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian
kerja waktu tertentu; dan
d. hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum
Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan
(Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan (Persero).
Pasal 2
(1) Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang
gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa
lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan
menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan
menerapkan prinsip perseroan terbatas.
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha
utama berupa:
a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan
perdagangan logam mulia serta batu adi.
(3) Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan
kegiatan usaha:
a. jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi
pinjaman; dan
b. optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).
Pasal 3
(1) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian
Perusahaan Perseroan (Persero) berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian.
(2) Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar modal negara Republik Indonesia yang tercatat dalam neraca
penutup Perum Pegadaian.
Pasal 4
(1) Neraca penutup Perum Pegadaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dan neraca pembuka PerusahaanPerseroan (Persero) ditetapkan
oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil audit.
(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ole Akuntan
Publik yang ditunjuk oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 5
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan
Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1969
T E N T A N G
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NOMOR 16;
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2890) TENTANG BENTUK-
BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. Bahwa Perusahaan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak
terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan
dan pembinannya menurut isi dan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
b. Bahwa dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk
Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960
yang dirasakan tidak effisien, sehingga dipandang perlu untuk segera
menerbitkannya kembali;
c. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969
(Lembaran-Negara tahun 1969 No.16, Tambahan Lembaran-Negara No.
2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas pasal 22
ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, perlu ditetapkan menjadi Undang-
undang;
Mengingat: 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) jo. pasal 22
ayat (2) dan pasal 33;
2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XXIII/MPRS/1966;
3.Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419) sebagaimana yang telah
beberapa kali diubah dan ditambah);
4.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang
telah beberapa kali diubah dan ditambah);
5.Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik
Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989);
6.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969
(Lembaran-Negara tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran-Negara No.
2890).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
M E M U T U S K A N :
Sambil menunggu peninjauan kembali secara keseluruhan mengenai:
a. Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah
beberapa kali diubah dan ditambah);
b. b.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana
yang telah beberapa kali diubah dan ditambah);
c. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun. 1960
No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989).
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1969 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1969 NO. 16, TAMBAHAN
LEMBARAN-NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK




Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang, ditetapkan lain, usaha-
usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam:
1. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN;
2. Perusahaan Umum disingkat PERUM;
3. Perusahaan Perseroan disingkat PERSERO.
Pasal 2
(1) PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut
ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvennwet
(Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan
ditambah).
(2) PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Prp
tahun 1960.
(3) PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti
diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan
ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun
seluruhnya dimiliki oleh Negara.
Pasal 3
(1) Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut
dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang ini berupa dan berasal dari
kekayaan Negara yang dipisahkan.
(2) Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan Negara
dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
(3) Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara atas




Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 19
Prp tahun 1960 yang akan dialihkan ke dalam bentuk PERJAN dan PERSERO
sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat-ayat (1) dan (3) Undang-
undang ini ditetapkan dengan Peraturan *4147 Pemerintah, dengan ketentuan
bahwa kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara yang





Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Bentuk-bentuk
Usaha Negara 1969."
Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
